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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan
Menijalin Identitas Dan Demokrasi Di Era Globalisasi telah selesai di susun dan
berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih
keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat
terhadap pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan Menijalin Identitas Dan
Demokrasi Di Era Globalisasi.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Pendidikan Kewarganegaraan Menjalin Identitas Dan Demokrasi Di Era
Globalisasi. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang
menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural,
dan kewarganegaraan bagi peserta didik untuk mendukung terwujudnya
warga negara yang cerdas, terampil, dan handal yang sadar akan hak dan
kewajibannya. Berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar (1945) selaras dengan ilmu pengetahuan dan profesi.
Pendidikan Kewarganegaraan juga menyikapi keberadaan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK).
MPK merupakan program pendidikan nilai yang dilaksanakan di perguruan
tinggi melalui proses pendidikan yang menurut pancasila merupakan contoh
bagi pengembangan jati diri dan kepribadian peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan dipraktikkan di hampir semua negara di
dunia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mendidik
warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Di Indonesia,
pendidikan kewarganegaraan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan memberikan informasi tentang bagaimana
proses berbangsa dan bernegara yang berkonstitusional, bagaimana
hubungan antara negara dan warga negara terbentuk, bagaimana Indonesia
berdemokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, pandangan
nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasionalisme Indonesia
dan integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan masalah yang
dialami oleh hampir semua negara, terutama negara yang masih relatif muda.
Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan setiap negara. Visi
atau visi multikulturalisme diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang
mencerminkan semboyan Bhineka Tunggal lka.



Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Agustus, 2023

Penulis
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BAB

MEMBANGUN MASYARAKAT
DEMOKRASI YANG BERKEADABAN

Agung Alfalah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan
pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya
ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan
zaman. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk
membina suatu masyarakat. Pada abad 21, pendidikan yang berlangsung
telah modern, sehingga sangat berbeda dengan pendidikan yang pernah
berlangsung sebelumnya.

Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara manusia dengan
perubahan-perubahan  atas dasar  pengalaman-pengalaman  yang
dilaluinya. Kualitas pendidikan, disamping ditentukan oleh berapa besar
anggaran vyang disediakan untuk pendidikan, juga ditentukan oleh
keluarga, masyarakat dan tenaga profesional. Disinilah sesungguhnya kunci
kemajuan pendidikan kita di masa depan. Tentang pendidikan ini dinyatakan
dalam pasal 31 UUD 1945 dan diturunkan dalam Undang-Undang No 20.
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional
itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
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BAB
2

KONSTITUSIONALITAS

NORMA SANKSI PIDANA

SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM
PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Faiz Syakirin

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ada kalanya
ketertiban dan keamanan diganggu oleh oknum-oknum yang berniat
melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang relatif
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan
lain-lain yang selalu menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan dalam
masyarakat. Saat ini, tidak hanya jumlah atau skala kejahatan yang meningkat,
tetapi jenis atau kualitas kejahatan juga berkembang pesat di Indonesia.
Sanksi pidana dianggap sebagai solusi yang efektif untuk masalah ini. Sanksi
pidana merupakan indikasi tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan
dan ketertiban serta berusaha menegakkan hukum atas nama warga
negaranya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan
negara yang menurut JJ Rosseau didasarkan pada kesepakatan masyarakat.
Selain itu, rakyat menyepakati kontrak kebangsawanan (modus vivendi) yang
dituangkan dalam undang-undang dasar berupa konstitusi negara. Selain itu,
rakyat memilih pemimpin negara melalui pemilihan yang demokratis. Oleh
karena itu negara yang dibentuk kemudian memiliki peran yang sangat
strategis dan penting dalam menetapkan peraturan, perjanjian, dan pedoman
dalam rangka keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum warga
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IDENTITAS NASIONAL
BAGI GENERASI MUDA DAN
BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Windari

A. PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan era globalisasi memberikan ruang bagi
siapa saja terutama generasi muda untuk lebih mengenal dan memahami
cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain. Namun tidak sedikit generasi muda
Indonesia yang telah melupakan identitas bangsanya yang berdampak pada
hilangnya rasa nasionalisme. Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan
dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan aksi seorang
pemuda, yang membakar bendera merah putih. Setelah diadakan investigasi
diketahui pelaku adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia.
Sebagian besar rasa nasionalisme kurang berkembang dengan baik pada
generasi muda. Hal ini disebabkan antara lain karena minimnya pemahaman
mereka terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah panjang
perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan
kemerdekaan kurang mendapat perhatian dari mereka.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, generasi muda
perlu menambah wawasan sejarah dan melestarikan budaya Indonesia.
Upaya yang dapat dilakukan supaya generasi muda selalu ingat dengan
identitas nasional yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Menghargai
upacara bendera sebagai bagian menghargai jasa pahlawan yang telah
berjuang tanpa pamrih mengibarkan sang saka merah putih di seluruh negeri.
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DEMOKRASI DI INDONESIA

Siti Amalia Solihat

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu hal yang sudah tidak lagi asing di telinga
masyarakat. Konsep demokrasi sederhananya adalah menempatkan rakyat
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejak ribuan tahun yang lalu,
demokrasi mulai diterapkan. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk
atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah
dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi
juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup vyang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama
bagi semua warga negara. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, Sidney
Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung atau
tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa (Hukumonline, 2022). Berdasarkan pengertian-
pengertian tersebut, kesimpulannya demokrasi merupakan serangkaian
sistem yang dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas masyarakat dewasa
melalui perantara yang disampaikan pada pemerintah dalam melaksanakan
sistem kenegaraan, dengan kata lain suatu negara yang menggunakan atau
menganut sistem ini warga masyarakatnya mempunyai hak untuk
berpartisipasi baik secara langsung maupun tak langsung dalam perumusan,
pengembangan, serta pembuatan hukum. Kata demokrasi berasal dari bahasa
Yunani, yaitu Demos yang artinya rakyat, dan Kratos yang berarti kekuasaan.
Salah satu pengertian tentang demokrasi yang paling terkenal dikemukakan
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KETIDAKSERAGAMAN POLA OTONOMI
DAERAH DI INDONESIA DENGAN ADANYA
SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

Tamala

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan otonomi
daerah di Indonesia. Ada dua poin penting dalam pembahasan otonomi
daerah di Indonesia. Pertama, dilema antara desentralisasi dan sentralisasi
sebagai paradigma dasar kebijakan otonomi daerah. Kedua, otonomi daerah
secara efektif memantapkan kekuasaan oligarki, primitivisme, dan politik
klientelistik. Penerapan otonomi daerah menjadi persoalan baru bagi
Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan. Otonomi daerah pasca
Orde Baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dan demokrasi lokal.

Dalam praktiknya, sentralisasi dan desentralisasi kehidupan bernegara
merupakan sebuah kontinum. Tidak ada negara yang sepenuhnya
menerapkan prinsip sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Di
sisi lain, juga tidak mungkin mengarahkan pengelolaan pemerintahan hanya
pada asas desentralisasi. Beberapa otoritas klasik biasanya hanya diterapkan
secara terpusat, seperti B. otoritas imigrasi, otoritas pertahanan, dan otoritas
mata uang, yaitu. mencetak uang, menentukan nilai uang, dll. Meskipun
dalam prakteknya juga terdapat asas desentralisasi yang merupakan
penyempurnaan dari asas sentralisasi. Persinggungan keseimbangan antara
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PEMBERANTASAN KORUPSI
MELALUI GOOD GOVERNANCE

Siti Amalia Solihat

A. PENDAHULUAN

Perwujudan tata pemerintahan vyang baik adalah definisi tata
pemerintahan yang baik. Pemerintahan vyang demokratis adalah
pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk
membuat keputusan yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam
demokrasi, warga negara dapat secara langsung atau melalui perwakilan
berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan undang —
undang. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya demokrasi memungkinkan
pelaksanaan kebebasan politik yang setara dan bebas. (Agatha nova; 2015)

Menurut Sofian Effendi, ada tiga titik pendukung mendasar yang
membantu kemampuan suatu negara untuk melaksanakan pemerintahan
besar, tepatnya; pasar atau dunia usaha, masyarakat sipil (civil society) dan
negara. Ketika otoritas politik, ekonomi, dan administrasi diterapkan dalam
jaringan dan interaksi yang setara dan sinergis, maka tata kelola yang baik
dan bertanggung jawab hanya dapat dilaksanakan.

Kepercayaan, komunikasi terbuka, partisipasi, dan aturan serta regulasi
yang jelas biasanya diperlukan agar interaksi dan kemitraan semacam ini
dapat berkembang. Sofian juga menyertakan bahwa kepemimpinan yang
berwibawa dan visioner diperlukan untuk pengembangan Good Governance
yang sehat (Kholida Qothrunnida, 2021)
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PENTINGNYA HAK ASASI
MANUSIA (HAM) DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Robi Ja'far Nurhakim

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak penduduk, yaitu
sebanyak 275.773,8 juta jiwa. Menurut bps, sebanyak 136.384 juta
penduduknya merupakan perempuan. Berdasarkan data tersebut, diketahui
bahwa masih banyak kejahatan terhadap perempuan yang kerap menghantui
masyarakat Indonesia. Tercatat dalam KemenPPA bahwa pada data yang
dirilis per 1 Januari 2023 menyebutkan bahwa dari total 10.051 kasus yang
ada di Indonesia, sebanyak 8.991 kasus dialami oleh perempuan, atau sebesar
79,9%. Data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 1.1
Diagram Tingkat Kekerasan Pada Perempuan
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WAWASAN NUSANTARA

Syekhan Al Fathan

A. PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemaknaan wawasan nusantara, pada hakikatnya
terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang
berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa
dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa
Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945).

B. PEMBAHASAN
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan

tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan
mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi,
kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan
sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan
kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat
pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Pengertian wawasan nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa
wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan
dan antara yang bermakna dua samudera. Jadi pengertian secara umum
dari Wawasan nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan
kepulauan yang terletak diantara (Asia dan Australia) juga dua samudera
(Hindia dan Pasifik). Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang
GBHN, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan
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PERAN MAHASISWA
TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

Silfia Suci Nurhayat

A. PENDAHULUAN

Ketahanan Nasional dapat diartikan sebagai kemampuan dan upaya
bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan, baik dari luar maupun dari dalam, dan dapat berupa ancaman
militer atau non militer. Ketahanan mencerminkan keterpaduan antara
adalah seluruh dan menyeluruh adalah seluruh aspek kehidupan bangsa.
Pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan ketahanan nasional
yang memungkinkan tercapainya tujuan yang ingin dicapai dan dapat
dielakkan secara efektif dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan
yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional adalah
kondisi dinamis yang merupakan integrasi kondisi dalam setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketahanan nasional bertumpu pada Astra Gatra yang mencakup aspek
material dan sosial, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial
budaya. Menjaga ketahanan nasional bukan hanya kewajiban pemerintah
atau Tentara Nasional Indonesia, tetapi kewajiban seluruh warga negara
Indonesia. Partisipasi warga negara khususnya pelajar sebagai generasi muda
dapat diwujudkan melalui bela negara.
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KONSEP MASYARAKAT
MADANI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdurrahman Muhtadi Faza

A. PENDAHULUAN

Konsep “Masyarakat Madani” merupakan penerjemahan atau
pengislaman konsep “civil society”. Orang yang pertama kali mengungkapkan
istilah ini tahun 1995 adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia
oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai Masyarakat madani
merujuk pada konsep dan bentuk Masyarakat Madinah yang dibangun Nabi
Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi histories
ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam Masyarakat muslim
modern.

Menurut Nafsir Alatas Masyarakat Madani berasal dari bahasa Arab yang
terdiri dari dua kata yaitu musyarakah dan madinah. Musyarakah yang berarti
pergaulan atau persekutuan hidup manusia, dalam bahasa latin masyarakat di
sebut socius yang kemudian berubah bentuknya menjadi social sedangkan
madinah yang berarti kota, atau “tamaddun” yang berarti peradaban. Hal ini
berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang di bina oleh Nabi Muhammad
Saw setelah beliau berhijrah ke Madinah yang penduduknya dari berbagai
jenis etnis dan agama walaupun mayoritas beragama Islam. Berdasarkan asal-
usul pengertian tersebut maka yang di maksud Masyarakat Madani (civil
society) adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban,
yaitu masyarakat yang meletakan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang
harmonis dan seimbang.
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KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ally Ansyari Noerahman

A. PENDAHULUAN

Di tengah pertemuan dan keributan orang-orang dengan kepentingan
yang berbeda Tingkat kekuasaan individu atau kelompok diperlukan suatu
alat kontrol sosial yang menjamin tidak adanya perilaku manusia yang egois
dan memiliki konsekuensi merugikan orang lain. Keberadaan hukum di
tengah masyarakat menjadi penting karena hukum memberikan aturan untuk
kehidupan bersama dan membuat keadilan untuk semua. Namun Masalah
hukum dan keadilan sendiri seringkali menghadapi tantangan praktis. Ada
hukum yang tidak bisa ditegakkan terhadap orang sebagai penguasa dan
teman-temannya bahkan menjadi fenomena hukum sejak zaman dahulu,
terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW yang pernah merujuknya suatu
masalah yang perlu diperbaiki. Tapi ternyata itu masih jadi masalah belum
terpecahkan, bahkan terjadi di negara maju dan dianggap mampu
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat
seperti Amerika, Inggris bahkan Indonesia. Bangsa kita mencapai tujuan
seperti itu di sepanjang jalan direncanakan untuk Preanibt NOVA 1945,
nampaknya berbagai kendala telah ditemui, hambatan dan tantangan yang
sangat mendasar, antara lain praktek korupsi, kerjasama dan Nepotisme di
tengah-tengah masyarakat kita. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sangat
berbahaya bagi eksistensi negara dan merugikan kehidupan masyarakat,
bangsa, ini pun merusak keutuhan bangsa, sehingga perlu langkah-langkah
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